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Abstract. Natuna waters are the most vulnerable area to illegal fishing because there is abundant potential for
fishery resources. It was recorded that from May to December 2016, there were 280 foreign vessels in Natuna
waters, which resulted in economic losses of 2.98 trillion Rupiah. This study aims to examine and assess the
policies and actions that the Indonesian government has implemented in overcoming illegal fishing activities in
the area. The results of this study are that the Natuna Waters Area is part of the Indonesian Archipelago Sea Lane
(ALKI) and functions as a global waterway. The Natuna Waters Area borders with neighboring countries and is
connected to open waters, making it vulnerable to illegal fishing activities. The Indonesian government's strategy
in dealing with cases of unlawful fishing in Natuna waters effectively increases the protection of state sovereignty
and marine resources through policies such as sinking ships and maritime diplomacy. However, this
implementation policy overcomes obstacles in the form of intimidation from other countries, such as China, and
weaknesses in supervision and coordination between domestic institutions, which can affect microorganisms in
fisheries management and maritime security in the area.

Keywords: Illegal Fishing, Threat to Sovereignty, Foreign Policy of Indonesia.

Abstrak. Perairan Natuna merupakan wilayah yang paling rawan terhadap kegiatan illegal fishing karena
memiliki potensi sumber daya perikanan yang melimpah. Tercatat sejak Mei hingga Desember 2016 terdapat 280
kapal asing di perairan Natuna yang mengakibatkan kerugian ekonomi sebesar 2,98 triliun Rupiah. Penelitian ini
bertujuan untuk mengkaji dan mengkaji kebijakan serta tindakan yang telah dilaksanakan pemerintah Indonesia
dalam menanggulangi kegiatan illegal fishing di wilayah tersebut. Hasil dari penelitian ini adalah Wilayah
Perairan Natuna merupakan bagian dari Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) dan berfungsi sebagai jalur
perairan dunia. Wilayah Perairan Natuna berbatasan dengan negara tetangga dan terhubung dengan perairan
terbuka sehingga rentan terhadap kegiatan illegal fishing. Strategi pemerintah Indonesia dalam menangani kasus-
kasus unlawful fishing di perairan Natuna efektif meningkatkan perlindungan kedaulatan negara dan sumber daya
kelautan melalui kebijakan seperti penenggelaman kapal dan diplomasi maritim. Namun, dalam pelaksanaannya
kebijakan ini menemui kendala berupa intimidasi dari negara lain, seperti Tiongkok, serta lemahnya pengawasan
dan koordinasi antar lembaga dalam negeri, yang dapat berdampak pada mikroorganisme dalam pengelolaan
perikanan dan keamanan maritim di kawasan tersebut.

Kata Kunci: Illegal Fishing, Ancaman Kedaulatan, Kebijakan Luar Negeri Indonesia.

. LATAR BELAKANG

Perairan Konflik Laut Cina Selatan (LCS) merupakan salah satu isu penting dalam
diplomasi internasional, terutama bagi negara-negara yang terlibat langsung dalam sengketa
wilayah maritim, seperti Indonesia, Vietnam, China, Malaysia, dan Filipina. Laut Cina Selatan
adalah jalur pelayaran internasional yang sangat strategis dan kaya akan sumber daya alam,
termasuk minyak dan gas. Ketegangan yang terjadi di kawasan ini sering kali melibatkan klaim
tumpang tindih atas wilayah laut dan zona ekonomi eksklusif (ZEE), yang mempengaruhi
hubungan diplomatik dan ekonomi antar negara-negara tersebut.

Bagi Indonesia dan Vietnam, sengketa perbatasan laut di Laut Cina Selatan berhubungan

erat dengan upaya untuk mempertahankan kedaulatan atas wilayah laut mereka, sekaligus
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menjaga akses terhadap sumber daya alam yang ada di perairan tersebut. Indonesia, meskipun
tidak secara langsung terlibat dalam klaim yang diajukan oleh China terhadap hampir seluruh
Laut Cina Selatan, menghadapi sengketa dengan Vietnam terkait dengan batas maritim dan
pengelolaan sumber daya alam di Laut Natuna yang terletak di sebelah utara Indonesia.

Di sisi lain, Vietnam juga memiliki klaim atas beberapa area di Laut Cina Selatan, yang
tumpang tindih dengan klaim China dan Indonesia. Oleh karena itu, perjanjian perbatasan laut
antara Indonesia dan Vietnam menjadi sangat penting, bukan hanya untuk penyelesaian
sengketa yang ada, tetapi juga untuk memperkuat posisi kedua negara dalam menghadapi
klaim- klaim sepihak dari negara besar seperti China.

Negosiasi antara Indonesia dan Vietnam dalam penyelesaian konflik Laut Cina Selatan
membutuhkan pendekatan diplomatik yang hati-hati, mengingat adanya kepentingan yang
sangat tinggi di sektor ekonomi, politik, dan keamanan. Dalam konteks ini, negosiasi yang
dilakukan oleh kedua negara ini menjadi contoh penting dalam upaya menyelesaikan sengketa
perbatasan dengan cara damai dan mengedepankan prinsip-prinsip hukum internasional,
termasuk Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS).

Melalui analisis terhadap proses dan hasil negosiasi perbatasan laut ini, kita dapat
memahami lebih dalam bagaimana kedua negara mengelola hubungan diplomatik mereka,
serta tantangan yang dihadapi dalam upaya mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.
Dengan demikian, penelitian mengenai perjanjian perbatasan laut Indonesia dan Vietnam
sangat relevan untuk dipelajari, mengingat dampaknya yang signifikan terhadap stabilitas

kawasan dan kerjasama ekonomi di masa depan.

. KAJIAN TEORITIS
Teori Diplomasi:

Teori diplomasi mengacu pada penggunaan cara-cara damai dalam berkomunikasi dan
mencapai kesepakatan antara negara-negara. Dalam konteks ini, diplomasi bilateral antara
Indonesia dan Vietnam berperan penting untuk mengatasi perbedaan klaim di Laut Cina
Selatan, yang melibatkan penyelesaian sengketa melalui saluran diplomatik. Diplomasi ini
dilaksanakan melalui berbagai mekanisme, seperti negosiasi langsung, perjanjian multilateral,
dan forum internasional seperti Konferensi Hukum Laut PBB (UNCLOS).

Menurut Katz (2015) dalam penelitian tentang diplomasi internasional, diplomasi yang
baik melibatkan komunikasi yang terbuka dan transparan serta kesediaan untuk berkompromi
demi kepentingan bersama. Dalam hal ini, Indonesia dan Vietnam perlu mengedepankan dialog

yang konstruktif untuk mencapai kesepakatan terkait batas maritim dan pengelolaan sumber
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daya alam laut.

Diplomasi adalah seni dan ilmu dalam mengelola hubungan internasional dan
menyelesaikan konflik antarnegara melalui dialog dan kesepakatan. Dalam konteks perbatasan
laut Indonesia dan Vietnam, diplomasi menjadi instrumen yang sangat penting untuk mencapai
solusi damai. Konflik Laut Cina Selatan melibatkan banyak negara dengan kepentingan yang
saling bertentangan, termasuk Indonesia dan Vietnam. Oleh karena itu, kedua negara ini
menggunakan diplomasi untuk menjaga hubungan baik satu sama lain, sekaligus memastikan
kedaulatan wilayah laut mereka.

Dalam diplomasi bilateral, Indonesia dan Vietnam mengupayakan penyelesaian damai
dengan memanfaatkan berbagai saluran komunikasi resmi dan informal, serta berpartisipasi
dalam forum multilateral yang melibatkan negara-negara Asia Tenggara, seperti ASEAN.
Di sinilah peran negosiasi multilateral penting, dengan mengedepankan pendekatan yang
berbasis konsensus dan saling menghormati.

Lebih jauh lagi, dalam diplomasi ekonomi, Indonesia dan Vietnam memiliki kepentingan
bersama untuk melindungi potensi ekonomi laut mereka, seperti perikanan dan energi laut
(misalnya, minyak dan gas alam), yang sering menjadi pokok perdebatan dalam sengketa Laut
Cina Selatan. Diplomasi yang sukses harus mampu menciptakan ruang bagi kedua negara
untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan, tanpa merusak hubungan bilateral
jangka panjang.

Katz (2015) menegaskan bahwa diplomasi yang efektif dalam menyelesaikan konflik
membutuhkan lebih dari sekadar perundingan, tetapi juga kemampuan membangun hubungan
saling percaya antara pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, Indonesia dan Vietnam harus
mampu menjaga hubungan diplomatik yang konstruktif dalam menghadapi tantangan

geopolitik yang semakin kompleks di kawasan ini

Teori Negosiasi Internasional:

Teori ini berfokus pada bagaimana negara-negara melakukan negosiasi dalam kerangka
penyelesaian konflik internasional. Dalam konteks perbatasan laut, negosiasi bilateral antara
Indonesia dan Vietnam berfokus pada pengaturan batas maritim yang dapat diterima oleh
kedua belah pihak, mengingat adanya klaim tumpang tindih atas beberapa wilayah laut. Teori
negosiasi juga menekankan pentingnya kepercayaan dan kepentingan bersama untuk mencapai
kesepakatan yang menguntungkan kedua pihak.

Menurut Fisher et al. (2011), dalam proses negosiasi internasional, penting untuk

memahami kepentingan dan preferensi masing-masing pihak, serta merancang solusi yang
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meminimalkan ketegangan dan mengoptimalkan keuntungan bersama. Dalam hal ini, Indonesia
dan Vietnam perlu menyelesaikan sengketa dengan mempertimbangkan kepentingan ekonomi
dan keamanan nasional, serta tetap menjaga hubungan diplomatik yang positif.

Teori negosiasi internasional berfokus pada cara negara-negara merundingkan masalah-
masalah penting dalam hubungan internasional, seperti penyelesaian sengketa wilayah dan
perbatasan laut. Dalam kasus perbatasan laut Indonesia dan Vietnam, negosiasi menjadi proses
yang sangat penting, karena masing-masing negara memiliki klaim atas wilayah laut yang sama
atau tumpang tindih.

Dalam konteks konflik Laut Cina Selatan, Indonesia dan Vietnam harus
mempertimbangkan kepentingan bersama yang ada di luar batas negara mereka. Salah satu hal
yang menjadi dasar negosiasi adalah kepentingan sumber daya alam di wilayah laut yang
dipersengketakan, seperti kekayaan perikanan, potensi eksplorasi minyak dan gas, dan akses
terhadap jalur pelayaran internasional yang strategis.

Teori negosiasi juga mengajarkan bahwa negosiasi yang baik mengandalkan pada
pemahaman yang dalam terhadap kepentingan dan prioritas pihak yang terlibat. Fisher et al.
(2011) menekankan bahwa negosiasi internasional harus menciptakan solusi yang tidak hanya
menguntungkan kedua belah pihak, tetapi juga mengurangi ketegangan jangka panjang. Dalam
hal ini, Indonesia dan Vietnam perlu mencari solusi yang mempertimbangkan keamanan
nasional, ekonomi, serta pengelolaan sumber daya laut yang adil dan berkelanjutan.

Dengan memanfaatkan prinsip-prinsip win-win solutions dalam teori negosiasi
internasional, Indonesia dan Vietnam dapat menghindari jalan keluar yang penuh ketegangan
dan konflik terbuka, serta memilih perundingan yang lebih berkelanjutan dan menguntungkan

bagi kedua belah pihak

Teori Hukum Laut Internasional (UNCLOS):

Teori ini berhubungan langsung dengan kerangka hukum internasional yang mengatur
perbatasan laut, khususnya yang diatur dalam United Nations Convention on the Law of the
Sea (UNCLOS). Berdasarkan UNCLOS 1982, negara-negara yang terlibat dalam sengketa
perbatasan laut harus merujuk pada prinsip-prinsip hukum internasional untuk menentukan
batas maritim yang sah dan adil. Indonesia dan Vietnam, sebagai negara yang mengadopsi
UNCLOS, perlu menyelesaikan sengketa mereka dengan mengedepankan prinsip-prinsip yang
telah disepakati secara internasional.

Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) adalah dasar hukum yang mengatur hak

dan kewajiban negara-negara dalam mengelola wilayah laut mereka, termasuk perbatasan
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maritim. Teori ini sangat relevan dalam analisis perbatasan laut Indonesia dan Vietnam, karena
UNCLOS memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana negara-negara mengklaim Zona
Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Semenanjung Laut mereka.

UNCLOS 1982 mengatur hak negara untuk mengklaim perairan yang berada dalam jarak
200 mil laut dari garis pantai mereka, yang dikenal sebagai ZEE, serta kedaulatan atas perairan
teritorial. Dalam konteks sengketa Laut Cina Selatan, kedua negara harus menyelesaikan klaim
mereka dengan merujuk pada prinsip-prinsip yang terkandung dalam UNCLOS, yang telah
disepakati oleh sebagian besar negara di dunia, termasuk Indonesia dan Vietnam.

Dengan merujuk pada UNCLOS, Indonesia dan Vietnam dapat menetapkan perbatasan
laut mereka dengan cara yang sah secara internasional, tanpa mengabaikan kedaulatan dan
kepentingan nasional masing-masing. Ini juga memberikan dasar bagi penyelesaian sengketa
melalui jalur hukum yang lebih formal, seperti pengadilan internasional atau arbitrase.

Penting untuk dicatat bahwa meskipun UNCLOS memberikan pedoman tentang
penyelesaian sengketa laut, interpretasi terhadap penerapannya bisa bervariasi tergantung
pada konteks geopolitik yang terjadi di kawasan tersebut. Oleh karena itu, kerjasama
diplomatik antara Indonesia dan Vietnam dalam menafsirkan UNCLOS menjadi sangat penting

untuk mencegah eskalasi konflik lebih lanjut.

. METODE PENELITIAN

Dalam Penelitian mengenai Teori Negosiasi Internasional dalam Penyelesaian Sengketa
Laut Cina Selatan dapat dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena
fokus penelitian adalah untuk menggali pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana
negara-negara, seperti Indonesia dan Vietnam, bernegosiasi dalam konteks perbatasan laut dan
sengketa maritim. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk meneliti dinamika,
strategi, dan hasil dari negosiasi yang terjadi antara negara-negara tersebut. Hal ini juga
membuka ruang untuk memahami proses diplomatik yang terjadi di balik perjanjian yang
dihasilkan.

Penelitian in1 menggunakan penelitian deskriptif untuk menggambarkan secara rinci
proses negosiasi yang terjadi, serta studi kasus untuk menganalisis perjanjian perbatasan laut
yang dilakukan oleh Indonesia dan Vietnam. Peneliti mengumpulkan data dari berbagai sumber
primer dan sekunder yang berkaitan dengan negosiasi ini. Data primer dapat diperoleh melalui
wawancara mendalam dengan diplomat, pejabat pemerintah, atau pakar hubungan
internasional yang terlibat langsung dalam proses negosiasi. Selain itu, dokumen resmi seperti

perjanjian internasional dan protokol negosiasi juga menjadi bagian dari data primer yang
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penting. Untuk data sekunder, peneliti akan menggunakan artikel jurnal, buku akademik,
laporan lembaga internasional, serta analisis media yang mengulas mengenai dinamika
negosiasi perbatasan laut atau Laut Cina Selatan. Teknik pengumpulan data yang digunakan
dalam penelitian ini meliputi wawancara mendalam, yang memberikan wawasan langsung dari

pihak-pihak yang terlibat dalam negosiasi.

. HASIL DAN PEMBAHASAN
Ragam Strategi Negosiasi Indonesia dan Vietnam dalam Penyelesaian Sengketa Laut
Cina Selatan

Dalam penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan, Indonesia dan Vietnam menggunakan
strategi negosiasi yang mengedepankan prinsip win-win solutions, yang berfokus pada
mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Kedua negara
memprioritaskan kerjasama maritim dan pengelolaan sumber daya alam di kawasan tersebut,
yang kaya akan hasil laut dan potensi energi. Meskipun terdapat klaim teritorial yang tumpang
tindih, negosiasi ini lebih menekankan pada pencapaian solusi praktis terkait pengelolaan Zona
Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan garis batas laut.

Mereka juga lebih memilih untuk memanfaatkan forum-forum internasional seperti
ASEAN dan PBB sebagai mekanisme mediasi yang dapat mengurangi ketegangan dan
memberikan kerangka hukum yang lebih kuat untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Dalam
hal ini, prinsip UNCLOS menjadi dasar hukum penting yang digunakan untuk menentukan

batas perairan.

Dinamika Geopolitik dan Pengaruh Pihak Ketiga

Meskipun kesepakatan telah dicapai dalam beberapa aspek sengketa, tantangan terbesar
yang dihadapi Indonesia dan Vietnam adalah faktor geopolitik. Klaim Tiongkok atas hampir
seluruh Laut Cina Selatan, yang mencakup sebagian besar wilayah yang disengketakan, tetap
menjadi penghalang utama bagi penyelesaian konflik yang komprehensif.

Keterlibatan pihak ketiga, khususnya dalam forum-forum internasional seperti ASEAN,
sangat penting untuk menjaga keseimbangan kekuatan dan memastikan bahwa hasil yang
dicapai tidak hanya menguntungkan negara- negara yang terlibat langsung, tetapi juga stabilitas
kawasan secara keseluruhan. Tiongkok, sebagai salah satu kekuatan besar di Asia, memiliki
pengaruh yang sangat besar dalam proses negosiasi ini, meskipun Indonesia dan Vietnam

berusaha untuk menjaga independensi mereka dalam menyelesaikan sengketa.
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Implementasi UNCLOS sebagai Kerangka Hukum Internasional

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa UNCLOS (Konvensi PBB tentang Hukum
Laut) memainkan peran kunci dalam penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan. Kedua negara
menggunakan UNCLOS sebagai dasar hukum dalam menentukan batas-batas maritim mereka,
khususnya dalam hal Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan hak-hak terkait sumber daya alam
laut. Namun, meskipun UNCLOS menyediakan kerangka hukum yang jelas, tantangan besar
muncul dalam hal penegakan hukum internasional yang sering kali tidak dapat dipastikan,
terutama dalam konflik yang melibatkan negara-negara dengan klaim teritorial yang
bertentangan.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun UNCLOS menjadi pedoman utama dalam
penyelesaian sengketa, penerapannya tetap bergantung pada kerjasama antar negara dan
komitmen mereka untuk menghormati hukum internasional. Proses negosiasi yang dilalui oleh
Indonesia dan Vietnam adalah bukti bahwa dengan menggunakan kerangka hukum
internasional yang kuat, mereka dapat mengurangi ketegangan dan berupaya mencari jalan

tengah yang menguntungkan bagi semua pihak.

Tantangan dalam Implementasi Kesepakatan dan Pemeliharaan Stabilitas

Meskipun hasil negosiasi antara Indonesia dan Vietnam menunjukkan kemajuan dalam
penyelesaian sengketa, tantangan terbesar yang tetap ada adalah keberlanjutan implementasi
kesepakatan. Sengketa di Laut Cina Selatan sering kali muncul kembali karena kepentingan
nasional yang sangat kuat, serta perubahan dinamika geopolitik yang terus berkembang. Oleh
karena itu, meskipun ada perjanjian yang tercapai, pemeliharaan kesepakatan tersebut
memerlukan pengawasan yang berkelanjutan dan keterlibatan pihak ketiga untuk menjamin
pelaksanaan yang konsisten.

Dalam hal ini, ASEAN dan PBB dapat memainkan peran penting dalam memediasi
kesepakatan dan menjaga hubungan yang harmonis antara negara- negara yang terlibat. Ke
depan, penting bagi Indonesia dan Vietnam untuk melanjutkan pendekatan diplomatik ini
dengan tidak hanya mengandalkan kesepakatan bilateral, tetapi juga mengedepankan kerja

sama multilateral yang melibatkan lebih banyak pihak internasional.

. KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasaran penelitian di atas, Perairan Natuna merupakan wilayah strategis yang menjadi
fokus kebijakan Indonesia dalam menghadapi tantangan illegal fishing dan klaim wilayah oleh

negara lain. Natuna, yang kaya akan sumber daya perikanan dan energi seperti minyak dan gas
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alam, memainkan peran penting dalam ekonomi nasional dan stabilitas kawasan. Namun,
lokasinya yang berbatasan langsung dengan perairan internasional membuatnya rentan
terhadap ancaman seperti illegal fishing, terutama oleh kapal-kapal asing. Sebagai respon,
pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan kebijakan tegas, termasuk penenggelaman
kapal yang melanggar, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Langkah ini
menunjukkan komitmen kuat Indonesia dalam melindungi kedaulatan wilayahnya dan
memastikan keberlanjutan sumber daya laut.

Selain upaya penegakan hukum, Indonesia juga menggunakan pendekatan diplomasi dan
keterlibatan dalam kebijakan internasional untuk memperkuat posisinya. Laut Natuna Utara
telah ditetapkan sebagai bagian dari wilayah yurisdiksi Indonesia, meskipun menghadapi
tantangan klaim sembilan garis putus-putus (Nine-Dash Line) oleh China. Dengan peranannya
sebagai jalur perdagangan global yang signifikan dan sumber daya alam yang melimpah,
pengelolaan kawasan Natuna memerlukan pendekatan terpadu yang mencakup penegakan
hukum, penguatan armada pengawasan, serta diplomasi strategis untuk menjaga integritas

teritorial dan memaksimalkan manfaat ekonominya.

UCAPAN TERIMA KASIH
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